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	CPL1
SIKAP
	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 

	
	CPL2
KETRAMPILAN UMUM
	1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa

	
	CPL3

KETRAMPILAN KHUSUS
	1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
3. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global; 


	
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)


	
	CPMK
	a. Mahasiswa mampu memahami dan mempunyai pengetahuan tentang Hukum Ketenagakerjaan dan Kepegawaian dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia
b. Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi

	
	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

	
	Sub-CPMK
	1. Mahasiswa memahami tentang pengertian dan ruang lingkup ketenagakerjaan dan Kepegawaian
2. Mahasiswa memahami tentang para pihak dalam hukum ketenagakerjaan dan Kepegawaian
3. Mahasiswa memahami tentang hubungan kerja dan aspek-aspek dalam hukum ketenagakerjaan dan Kepegawaian
4. Mahasiswa memahami cara-cara dan sebab-sebab pemutusan hubungan kerja serta cara-cara penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dan Kepegawaian

	Deskripsi Singkat MK
	Mata Kuliah Hukum Ketenagakerjaan dan Kepegawaian merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan dunia kerja beserta segala dinamika permasalahannya. Hukum Ketenagakerjaan dan Kepegawaian  membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak; syarat sah perjanjian; serta prosedur penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian. Mata kuliah ini sangat penting dan bermanfaat bagi para mahasiswa mengingat semakin berkembangnya praktik hukum ketenagakerjaan dan kepegawaian di Indonesia. Persoalan regulasi, implementasi sampai eksekusi sistem hukum ketenagakerjaan dan kepegawaian masih sangat menarik dan aktual untuk mendapat kajian mendasar dari seluruh civitas akademika. Selain itu kemungkinan mahasiswa berurusan dengan ketenagakerjaan dan kepegawaian ketika kerja nanti akan sangat besar, sehingga mahasiswa sudah mempunyai modal yang cukup ketika berurusan dengan ketenagakerjaan dan kepegawaian  di tempatnya bekerja 

	Bahan Kajian / Materi Pembelajaran
	1. Pengertian dan ruang lingkup hukum ketenagakerjaan 
2. Pihak dalam hukum ketenagakerjaan 
3. Hubungan kerja dan Aspek-aspek hukum ketenagakerjaan 
4. Pemutusan hubungan kerja dan Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan
5. Pengertian dan ruang lingkup, kedudukan, dan sumber hukum kepegawaian, 
6. Asas penyelenggaraan dan kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN), pengertian, jenis, status, kedudukan, fungsi, tugas, dan peran ASN, jabatan ASN, kelembagaan ASN, manajemen ASN, manajemen PPPK, hak dan kewajiban ASN, pelanggaran disiplin PNS, 
7. Penegakan hukuman disiplin PNS, pemberhentian PNS, 
8. Sengketa kepegawaian, penyelesaian kasus-kasus dibidang kepagawaian (ASN).


	Pustaka
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	Pendukung :

	
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  tentang Aparatur Sipil Negara

	Dosen Pengampu
	

	Matakuliah syarat
	Hukum Ketenagakerjaan dan Kepegawaian

	Minggu Ke-
	Sub-CPMK

(Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)
	Penilaian
	Bentuk Pembelajaran,

Metode Pembelajaran, 

Penugasan Mahasiswa,

 [ Estimasi Waktu]
	Materi Pembelajaran

[Pustaka]
	Bobot Penilaian (%)

	
	
	Indikator
	Kriteria & Bentuk
	Luring (offline)
	Daring (online)
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1 
	Sub-CPMK-1:

Mahasiswa mengerti tentang konsep hukum ketenagakerjaan, Asas dan pemakaian istilah buruh, pekerja, pegawai dan karyawan dan mampu mengerti kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum Indonesia

	· Menjelaskan konsep hukum ketenagakerjaan 
· Mengidentifikasi pemakaian istilah buruh, pekerja, pegawai dan karyawan
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	  a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan

platform media lainnya.



	1. Penegertian hukum ketenagakerjaan 
2.  Asas hukum ketenagakerjaan 
3.  Pengertian (pemakaian istilah) buruh, pekerja, pegawai, karyawan, tenaga kerja 
4. Kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum Indonesia: Ranah hukum privat ranah hukum public

	20 %

	2-3
	Sub-CPMK-2:

Mahasiswa memahami tentang hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja melalui perjanjian kerja
	· Menjelaskan hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja melalui perjanjian kerja 
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	  a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan

platform media lainnya.
	Hubungan kerja: Hak dan kewajiban pekerja dan majikan
	15 %

	4 - 5
	Sub-CPMK-3:

Mahasiswa memahami caracara dan sebab-sebab pemutusan hubungan kerja
	· Menjelaskan sifat hukum adat 
· Membedakan corak hukum adat 
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	Pemutusan Hubungan Kerja
	15 %

	   6 - 7
	Sub-CPMK-4

Mahasiswa mengetahui bagaimana cara atau proses penyelesaian suatu sengketa antara tenaga kerja dan majikan/pengusaha
	· Mengidentifikasi cara atau proses penyelesaian suatu sengketa antara tenaga kerja dan majikan/pengusaha
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	 a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	1. Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan melalui Alternatif Penyelesaian sengketa: a. arbitrase b. madiasi c. Konsiliasi
2. Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui pengadilan (pengadilan Hubungan industrial):
	10 %

	8
	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester
	

	9 - 10
	Sub-CPMK-5:

Mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup, kedudukan dan sumber-sumber hukum kepegawaian di Indonesia.
	· Menganalisis dan menguraikan ruang lingkup, kedudukan dan sumber-sumber hukum kepegawaian di Indonesia.
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	1. Ruang lingkup hukum kepegawaian 
2.  Kedudukan hukum kepegawaian dalam tata hukum Indonesia
3. Sumber Hukum Kepegawaian 

	10 %

	11 - 12
	Sub-CPMK-6:

 Mahasiswa mampu menguraikan asas, prinsip, nilai dan kode etik dalam penyelenggaraan manajemen ASN
	· Mendeskripsikan asas, prinsip, nilai dan kode etik dalam penyelenggaraan manajemen ASN
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	1. Asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN 
2. Prinsip yang menjadi landasan profesi ASN 
3.  Kode Etik profesi ASN 
4. Pengertian ASN 
5. Jenis, Status dan Kedudukan ASN
6.  Fungsi, tugas, dan peran ASN
7. Manajemen ASN

	10 %

	13 
	Sub-CPMK-7:

Mahasiswa mampu menganalisis hak-hak dan kewajiban ASN, pelanggaran disiplin PNS, serta akibat hukumnya
	· Menganalisis hak-hak dan kewajiban ASN, pelanggaran disiplin PNS, serta akibat hukumnya
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	 a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
-
	1. Hak-Hak ASN 
2. Kewajiban ASN 
3.  Pelanggaran disiplin PNS (PP No. 53/2010) 
4.  Penegakan hukuman disiplin bagi PNS
5. Jenis-jenis pemberhentian PNS 
6. Tata cara dan Prosedur pemberhentian PNS 
7. Hak-hak PNS yang diberhentikan
	       10 %

	14
	Sub-CPMK-8
Mahasiswa mampu menerapkan norma dalam penyelesaian sengketa kepegawaian.
	Menjelaskan norma dalam penyelesaian sengketa kepegawaian.
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	1. Pengertian sengketa kepegawaian –
2. Penyelesaian sengketa kepegawaian:
3. -Keberatan
-Banding administrative
-Upaya hukum

	10%

	15
	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester
	


             Tegal, 26 Juli  2021
Dosen Pengampu ,
